
BUPATI MIMIRA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BupATr NIMIKA

NOMOR    43    TAHUN2024

TENTANG

¢S#A!L`m!F,t!£^ffipida __. . .

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIRA NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG LAPORAN HARTA KERAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAII KABUPATEN MIMIRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang   : a.     bahwa  dalam  ran9ka  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan
yang balk (Good Gouemance) yang bebas dari korupsi, kolusi,
nepotisme  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  serta  wewenang,
Pemerintah     telah     mewajibkan     kepada     para     Pejabat
Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang
dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b.     bahwa  teah  ditetapkan  Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  23
Tahun 2021  tentang Ifaporan Haria Kekayaan  Penyelenggara
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimka namun
perlu   dilakukan   penambahan   pejabat   pelaporan   LHEN
sehingga perlu dilakukan perubahan;

C. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagainana   dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetaphan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas  Peraturan Bupati Mimika Nomor 23
Tahun  2021  tentang Laporan Harta Kekayaan penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Mengingat     :  1.     Undang-Undang N-omor 45 Tahun  1999 tentang pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999   Nomor   173,   Tamhahan   Lemharan   Negara   Republik
Indonesia Nomor 3894) ;
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3.     Undang    -     Undang    Nomor     28    Tahun     1999     tentang
Penyelenggaraan Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme   (Lembaran   Negara Republik Indonesia
Tahun  1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4.     Undang -Undang  Nomor 20 Tahun 2001  tentang Perubahan
Atas   Undang-Undang   Nomor   31    Tahun    1999       tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi     (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2001    Nomor    134,   Tambahan
Ifffibaran Negara Republik lfidofiesia  N6ffi6r 4150) ;

5.     Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi
Khusus  bagi  Provinsi  Papua     (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4151)  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Undang  -  Undang  Nomor  35  Tahun  2008
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang
- Undang Nomor 2 1 Tchun 200 1 Tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi  Papua  Menjadi  Undang-undang  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2008   Nomor    112,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

6.     Undang -UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipfl
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  6,  Talnbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5494);

7.     Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang   -  Undang  Nomor  9  Tahun  2015   tentang
Perubahan  kedua  Atas  Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun
2014    tentang    Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun    2015    Nomor    58,    Tambahan
Ifmbaran N.egara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.     Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran    Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135) ;

9.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    11    Tahun    2017    tentang
Managemen Pegawai Negeri Sipil (I,embaran   Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan I,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) ;
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10.   Peraturan Komisi pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :        PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN IIARTA KEKAYAAN
PENYELENGCIARA  NEGARA  DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAII
KABUPATEN MIMIRA.

BABI
KE'I`ENTUAN UMUM

Ped1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.   Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara yang  selanjutnya  disingkat
LHEN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang
uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk
penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara.

2.   Pejabat  Wajib  LHPKN  adalah  pejabat  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Mimika yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.

BAB 11
PENYAMPAIAN LHICPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN terdiri dari :
a.   BupatiMimha;
b.   Wakil Bupati Mimika;
c.    Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
d.   Pejabat Esalon 11 dan yang disamakan;
e.   Pejahat Esalon Ill dan y:ang disarmkan;;
i.    Pejabat pembuat Komitmen;
g.    Auditor;
h.   Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
i.     Star Khusus;
j.    AjudanBupati; dan
k.   Ajudan Sekretaris Daerah.
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Pasal 3

(1)    Pejabat   Wajib   LHKPN    sebagainana   dimaksud   dalaln   Pasal   2,   wajib
menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

(2)    Kctelltuan   lebih   lanjut   mengerlal   PEjabat   Wajib   LHKPN   sebagainaria
dimaksud apada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.

Pasal 4

Pejabat Wa]'ib  LHKPN  §ebagalmana diffick§ud  dalajEii  Pasal  2  wajib  ffiengi§i  dan
menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :
1.   pengangkatan sebagai Pejabat Wajib Lapor pada saat pertama kali menjabat;
2.   pengangkatan kembali setelah berakhirnya nasa jabatan; dan
3.   beraThimya nasa jabatan atau pensiun.

Pasal 5

Pejabat Wajib LHKPN  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2  wajib mengisi dan
menyampaikan LHRTN  secara  periodik  setiap  1  (satu)  tahun  sekali  atas harta
kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan
disampaikan   dalaln  jangka   waktu   paling   lambat   tanggal   31   Maret   tahun
berikutnya.

pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan
Cara :
a.   melalui aplikasi e-LHRPN-pada alamat www.elhk Qrd ; atau
b.   mengisi formulir LHKPN format e2aQe! macro ke delam media penyimpanari data

dan mengirimkan so/t fie-nga meiaiui surat elektronik (e-ma{a, jasa ekspedisi,
atau diserahkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

Sebagai  bahan  monitoring  penyampaian  LHKPN  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 6 hurufb, Pejabat Wajib IJHRTN menyampaikan salinan tanda terima LIIKPN
kepada Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Mimika.
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BAB Ill
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

(1)    Untuk   mendukung   kelancaran   pelaksanaan   pelaporan   dan   monitoring
kepatuhan pelaporan LHEN dfoentuk Unit Pengelola LHKPN.

(2)    Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri alas:
a. Koordinator
b. Wakil Koordinator

c. Administrator

d. Administrator Unit Kelja

:   Seketaris Daerah Kabupaten Mimika;
:     1. Inspektur Kabupaten Mimika;

2. Kepala   Badan   Kepegawaian    dan
Pengembangan       Sumber       D aya
Aparatur Kabupaten Mimika.

:   Pelaksana  pada  lnspektur  Pembantu
Khusus       Inspektorat       Kabupaten
Mimika.
1. Pelaksana pada Bidang Pendidikan

Pelatihan    dan    Disiplin   Aparatur
Badan           Kepegawaian           dan
Pengembangan       Sumber       D aya
Aparatur, Kabupaten Mimika;

2. Pelaksana         pada         Inspektorat
Kabupaten Mimika;

3. Pelaksana  pada  Bagian  Organisasi
Kabupaten Mimika.

(3)     Koordinator sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas:
a.   berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini:

1 . melarfukan monitoring dan evaluasi terlradap kepatuhan P?jabat Wajib
LHKPN dalam menyampalkan dan mengumumkan LHKPN;

2. melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap Administrator  Instansi
dan  Administrator  Unit  Keria  dalam  mela]oukan   pengelolaan  data
P¢abat Wajib LHKPN; dan

b.   memberikan  sosialisasi  terkait  kewajiban  LHKPN,  baik  kepada  Pejabat
Wajib LHKPN maupun Unit Pengelola LHKPN.mengingatkan Pejabat Wajib
LHKPN   di   lingkungan   instansinya   masing-masing   untuk   mematuhi
kewajiban dan pengumuman LHKPN; den

c.    mengusulkan  penjatuhan  hukuman  disiplin  bagi  Pejabat Wajib  LHKPN
yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan
oleh Bupati Mimika.
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(4)    Wakil Koordinator, sebagaimana dinaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
a.   membantu   Koordinator   dalam   melakukan   monitoring   dan   evaluasi

terhadap  kepatuhan  Pejabat  wajib  LHKPN  dalam  menyampaikan  dan
mengumumkan LHKPN ;

b.   membantu   Koordinator   dalam   Melakukan   monitoring   dan   evaluasi
terhadap  Admirdstrator  instansi  dan  Adnrfuistrator  Utnd  Keria  dalarri
melakukan pengelolaan data Pejabat Wajib LHKPN;

c.    memberi    pertimbangan    kepada    koordinator    dalam    menjatuhkan
hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat
menyampaikan LHKPN; dan

d.   melat§anakan tugas lain yang diberikan K6ordinat6r.

(5)    Administrator   Instansi,   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   huruf  c
bertugas:
a.    sebagai verifikator pada modul  e-Registrofron,  yaitu melakukan validasi

atas  pemutakhiran  data  P-ejabat  Wajfo  LHKPN  yang  dilakukan  oleh
Administrator Unit Ker].a;

b.   membuat akun Administrator unit Kelja:
c.    mensosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai

tata cara pengisian LHKPN kepada para Pejabat Wajib IHKPN; dan
d.   melaksanakan   tugas   lain   yang   diberikan   Koordinator   dan   Wakil

Koordinator.

(6)     Administrator  Unit  Kelja,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  d
bertugas  sebagai  data  eutrty,  yaitu  melakukan  pemuktahiran  data P-ejabat
Wajib LHKPN sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 :
a.    mengaktikan akun Pejabat Wajib LHKPN, sehingga Pejabat Wajib LHKPN

dapat menggunckan modul e-/5ZZ{rzg; dan
b.   membantu  Administrator  lnstansi  dalam  melaku]can  sosialisasi  terkait

kewajiban  LHKPN  dan  bimbingan  teknis  mengenai  tata  cara  pengisian
LHKPN kepada para Pejabat Wajib LHKPN.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 9

(1)    Atasan pejabat wajib LHKPN wajib melakukan pengawasan secara beljenjang
dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;

(2)    Inspektorat Kabupaten Mimika yang merupakan untuk pengawasan internal
sekaligus bagian dari Unit Pengelola LHKPN melakukan fungsi pengawasan
dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mimika.
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Pasal 10

Inspektorat  Kabupaten  Mimika  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (2)
bertugas:
a.   memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN;
b.   melakukan    keordinasi   deligali    Unit   Pchgelola    LHKPN    dalarrl   rangka

pelaksanaan tugas sebagimana dimaksud pada huruf a;
c.    menindaklanjuti   rekomendasi   Komisi   Pemberantasan   Korupsi   mengenai

pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi;
1.   data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampalkan dan

ffieliguffiumkati LH KPN ;
2.   hasil pemeriksaan LHKPN; dan
3.   hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN; dan

d.   menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenal pelaksanaan tugas dari
Koordinator   kepada   Bupati   Mimika   dan   ditembuskan   kepada   Menteri
Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reformasi   Birokrasi   dan   Komisi
Pemberantasan Korupsi.

EABV
KETENTUAN §ANKSI

Pasal  1 1

Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaihan LHKPN sebagaimana dimaksud
dalaln  Pasal 4  dikenakan  sanksi hukuman  disiplin  sesuai dengan  Peraturan
yang mengatur Disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB VI
TATA CARA pEnLJATUHAN sANKsl

Pasal  12

Sebelum dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 1 terlebin dahulu melalui proses sebagaimana berikut:
a.   dilakukan  pemeriksaan  oleh  Inspektorat  Daerah  sesui  prosedur  peraturan

perundang-undangan ; dan
b.   diberikan  peringatan  secara  tertulis  sebanyak  3  (tiga)  kali,  dengan  masing-

masing tenggang waktu surat selana 1 (`satu) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mimika
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika di cabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalaln Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal,11   November 2024

Pj. BUPATI MIMIKA
ttd

VALENTINUS S.  SUMITO

Diundangkan di Timika
Pada tanggal,  1 1 November 2024

Pj.  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 43

dengan aslinya
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